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PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : YULIUS SUHARTA, S.Sos., M.Si. 

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

PIHAK KEDUA 

BUPATI BANTUL 

 

 

 

H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 7 Januari 2026 

PIHAK PERTAMA 

PLT. KEPALA BADAN  

 

 

 

YULIUS SUHARTA, S.Sos., M.Si. 

NIP. 19670721 199503 1 002 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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LAMPIRAN 1  
TABEL KINERJA 

TAHUN 2026 

 

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Jabatan : Plt. Kepala Badan 

Tahun Anggaran : 2026 

 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tujuan:  

mewujudkan 

kehidupan 

masyarakat yang 

harmonis 

 

Capaian aspek 

penguatan 

kehidupan sosial 

yang harmonis 

Angka 7,44 I 7,44 

II 7,44 

III 7,44 

IV   7,44* 

1.1 Sasaran: 

terwujudnya 

wawasan 

kebangsaan dan 

kerukunan antar 

umat beragama 

 

Capaian aspek 
moderasi 
beragama dan 
toleransi antar 
umat beragama 

Angka 7,49 I 7,49 

II 7,49 

III 7,49 

IV  7,49* 

 

Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program Anggaran 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Rp      3.164.636.374,21 

2.  Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan 

 

Rp      1.285.011.400,00 

 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan 

Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  

 

Rp      3.755.178.100,00 

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

Rp         106.519.900,00 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 

Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan 

Konflik Sosial 

 

Rp         764.189.900,00 

       

 Jumlah Anggaran Rp    9.075.535.674,21 

     

 

2.  *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul,  7 Januari 2026 

 

PIHAK PERTAMA 

KEPALA BADAN 

 

 

 

 

YULIUS SUHARTA, S.Sos., M.Si. 

NIP. 19670721 199503 1 002 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2026 

 
Uraian Tujuan: 
“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis” 
Yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah untuk mencapai kondisi masyarakat yang 
damai, sejahtera, dan bersatu, di mana semua individu dan kelompok dapat hidup bersama 
dengan saling menghormati, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 
Beberapa aspek yang ingin dicapai dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis 
antara lain: 
a. Keselarasan dan Keseimbangan: Menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara 

individu, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. 
b. Keadilan dan Kesetaraan: Mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu dan 

kelompok, tanpa diskriminasi dan perbedaan. 
c. Kerukunan dan Toleransi: Membangun kerukunan dan toleransi antar individu dan 

kelompok, dengan memahami dan menghargai perbedaan. 
d. Kesejahteraan dan Kemakmuran: Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. 
e. Partisipasi dan Keterlibatan: Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan dan pembangunan. 
Dengan mencapai tujuan ini, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang damai, 
sejahtera, dan bersatu, di mana semua individu dan kelompok dapat berkembang dan 
mencapai potensi mereka. 
 
Dasar hukum dalam mencapai kinerja: 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan 

Dalam Negeri; 
2. Keputusan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum: Direktorat Jenderal 

Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Indeks 
Harmoni untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 173); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 
(Lembaran Daerah  Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 180); 

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. 

 
 
Indikator Kinerja 
Tujuan kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 
langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 
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No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

1.  Capaian 
aspek 
penguatan 
kehidupan 
sosial yang 
harmonis 

Capaian aspek penguatan 
kehidupan sosial yang 
harmonis adalah ukuran 
statistik yang digunakan 
untuk mengukur tujuan 
Mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang harmonis 

Xi=20%⋅Xi.1+40%⋅Xi.2+4

0%⋅Xi.3 
Xi = Capaian aspek 
penguatan kehidupan 
sosial yang harmonis 
Xi.1 = Aspek Persepsi 
Xi.2 = Aspek Partisipasi 
Xi.3 = Aspek 
Akseptabilitas 

 
Capaian aspek 
penguatan kehidupan 
sosial yang harmonis 
didapatkan dari salah 
satu komponen Indeks 
Harmoni Indonesia 

Kementerian 
Dalam Negeri 
 
 

 
 
Target Kinerja  
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja 

Target Penjelasan 

Capaian 
aspek 
penguatan 
kehidupan 
sosial yang 
harmonis 

7,44 Target tahun 2026 untuk indikator Capaian aspek 
penguatan kehidupan sosial yang harmonis dalam 
dokumen Rancangan Akhir Renstra sebesar 7,44 
sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 6,98  sehingga 
target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan 
sebesar 7,44. Target tersebut sudah meningkat dari  
capaian tahun 2025.  

 
 
Uraian Sasaran: 
“Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama” 
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai 
penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik  dituntut untuk 
dapat mencapai kondisi masyarakat yang harmonis, damai, dan bersatu, di mana semua 
individu dan kelompok dapat hidup bersama dengan saling menghormati, memahami, dan 
bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.  
Beberapa aspek yang ingin dicapai dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan kerukunan 
antar umat beragama antara lain: 
a. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat 
beragama. 

b. Membangun Kerukunan dan Toleransi: Membangun kerukunan dan toleransi antar umat 
beragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati 
perbedaan. 

c. Mengembangkan Sikap dan Perilaku: Mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, 
seperti sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama, dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Meningkatkan Kualitas Hidup: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 
menciptakan lingkungan yang damai, sejahtera, dan bersatu. 
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e. Membangun Masyarakat yang Inklusif: Membangun masyarakat yang inklusif, di mana 
semua individu dan kelompok dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan  

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kondusifitas masyarakat, di antaranya adalah 
meningkatkan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan 
kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, meningkatkan kerukunan antar 
umat beragama dengan melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan 
pemerintah membahas kondisi kerukunan.  
Dasar hukum dalam mencapai kinerja: 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan 

Dalam Negeri; 
2. Keputusan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum: Direktorat Jenderal Politik 

dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Indeks Harmoni 
untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu; 

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 173); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 
(Lembaran Daerah  Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 180); 

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. 

 
 
Indikator Kinerja 
Sasaran kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 
langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu : 

No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

1.  
 
 
 
 

Capaian 
aspek 
moderasi 
beragama 
dan toleransi 
antar umat 
beragama 

Capaian aspek moderasi 
beragama dan toleransi antar 
umat beragama adalah ukuran 
statistik yang digunakan untuk 
mengukur Terwujudnya wawasan 
kebangsaan dan kerukunan antar 
umat beragama 

Xi=20%⋅Xi.1+40%⋅Xi.2+4

0%⋅Xi.3 
Xi = Capaian aspek 
moderasi beragama dan 
toleransi antar umat 
beragama 
Xi.1 = Aspek Persepsi 
Xi.2 = Aspek Partisipasi 
Xi.3 = Aspek 
Akseptabilitas 

 
Capaian aspek 
moderasi beragama 
dan toleransi antar 
umat beragama 

Kementerian 
Dalam 
Negeri  
 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

didapatkan dari 
salah satu 
komponen Indeks 
Harmoni Indonesia 

 
 
Target Kinerja  
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Target Penjelasan 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capaian aspek 
moderasi 
beragama dan 
toleransi antar 
umat beragama 
 
 
 
 
 

7,49 
 
 
 
 
 
 

 

Target tahun 2026 untuk indikator Capaian aspek 
moderasi beragama dan toleransi antar umat 
beragama dalam dokumen Rancangan Akhir 
Renstra sebesar 7,49 sedangkan realisasi tahun 
2025 sebesar 7,15  sehingga target dalam 
dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 
7,49. Target tersebut sudah meningkat dari  
capaian tahun 2025. 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 

TAHUN 2026 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama :   ARUM BIDAYATI, S.IP.,M.PA 
Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa  
      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten bantul 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 
Nama :  YULIUS SUHARTA, S. Sos., M.Si.  
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggung jawab kami. 
 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 

 

 

PIHAK KEDUA 
PLT. KEPALA BADAN  

  
 
 

 
YULIUS SUHARTA, S. Sos., M.Si.         

   NIP. 196707211995031002 
        

Bantul, 9 Januari 2026 

 

PIHAK PERTAMA 
KEPALA BIDANG  

 
 

 
 

ARUM BIDAYATI,S.IP.,M.PA 
            NIP. 196912051998032004 1 007 
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LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 

 
Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 
Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa  
Tahun Anggaran : 2026 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya 
partisipasi masyarakat 
dalam kehidupan 
Pancasila 

Cakupan Penguatan 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

% 29,41 I 41,18 

II 41,18 

III 41,18 

IV 41,18* 

2. Meningkatnya 
penanganan konflik 
sosial yang 
diselesaikan 

Persentase konflik 
sosial yang diselesaikan 

% 100 I 100 

II 100 

III 100 

IV 100* 

 
Kerangan: 
 

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 
anggaran sebagai berikut: 

 
A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 
: Rp 1.285.011.400,00 

B. Program Peningkatan Kewaspadan Nasional dan 
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan 
Konflik Sosial 

: Rp 764.189.900,00 

Jumlah Anggaran : Rp. 2.049.201.300,00 
    

1. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome  
 

 

 

 

PIHAK KEDUA 
PLT. KEPALA BADAN 

  
 
 

  YULIUS SUHARTA, S. Sos., M.Si.         
   NIP 196512261986021001                  

Bantul, 9 Januari 2026 

PIHAK PERTAMA 

KEPALA BIDANG 
 
 

 
 

ARUM BIDAYATI,S.IP.,M.PA 
   NIP. 196912051998032004 1 
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